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ABSTRAK

Kerjasama internasional sangat dibutuhkan untukemibdkan, mengatur, dan
memelihara hubungan antar negara. Kerjasama aggiaran dapat dituangkan dalam
wujud organisasi internasional yang bergerak dibgsb bidang, seperti kerjasama
dibidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu kemmsinternasional yang
bergerak dibidang ekonomi dan perdagangan dikawasierPasifik adalaisia
Pacifik Economic CooperatidAPEC. Organisasi internasional ini bersifat tedpuk
informal, tidak mengikat, dan semua kebijakan/paaglyang dihasilkan berdasarkan
pertemuan kepala Negara anggotanya dan hasilrgfa berada dalam koridor WTO
yang menjunjung prinsip perdagangan bebas antaardlegegara di dunia. Salah satu
program dan kebijakan yang dihasilkan dalam APHGadigkan dalarBogor Goals
tahun 1994. Wujud implementasi perjanjian kerjasskP&C yang mengacu pada
hasil Bogor Goalsditerapkan dalam skema Kartu Perjalanan Pebisags fegara
anggota APEC. Dalam penelitian ini memberikan gaarbanengenai pengaturan
penggunaan KPP APEC sebagai salah satu implemgetganjian kerjasama APEC
yang memberikan fasilitas dalam perdagangan agaatdaeningkatkan mobilitas
perdagangan dari dan ke negara anggota APEC lainRgamasalahan yang
dikemukakan dalam penelitian ini adalgfertama bagaimanakah pengaturan
penggunaan KPP APE@alam perjanjian kerjasama APEKedug bagaimanakah
Indonesia mengimplementasikan penggunaan KPP ARE&flga kendala yang
dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasilenkuan tentang penggunaan
KPP APEC. Penelitian ini menggunakan metode yuritbsmatif dan bertujuan
untuk melihat pengaturan KPP APEC serta implementas kendalanya di
Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dari pealaban yang dikemukakan
disimpulkan: pertama pengaturan penggunaan KPP APEC mengacu pada poin
ketujuh Bogor Goalstahun 1994 yang melahirkan 3 pilar utama dalangnam
kerjasama APEC yaitu liberalisasi perdagangan daestasi, fasilitasi bisnis, serta
kerjasama ekonomi dan teknikedug KPP APEC mulai diberlakukan di Indonesia
dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mentri Kehaki dan HAM September
tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah no. 75 tahf R@tiga, tidak maksimalnya
upaya pemerintah dalam mensosialisasikan dan memagsikan KPP APEC bagi
warga negara Indonesia terutama bagi pengusahsebnenjadi kendala utama
dalam mengimplementasikan KPP APEC di indonesianggh masih sedikitnya
pengusaha/pebisnis yang memanfaatkan KPP APEC.

Kata kunci: Pengaturan, KPP APEC, Implementasi, BPEdonesia.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu cara untuk menghindari terjadinya peilseh pada masyarakat
Internasional, maka dibutuhkan adanya kerjasamar angigara. Kerjasama ini juga

dibutuhkan untuk menertibkan, mengatur dan memaihabungan antar negara.

Perwujudan kerjasama tersebut dituangkan dalanubke@rjanjian maupun
dalam bentuk mendirikan sebuah organisasi Intesnaki dalam rangka
meningkatkan hubungan kerjasama dalam segala hidseperti politik, sosial,

budaya, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi.

Dalam perkembangan sejarah hubungan internasigmaijanjian yang
dilakukan antara negara mempunyai peranan yangtsarendasar apalagi perjanjian
itu sendiri merupakan sumber hukum internasional skskaligus sebagai cara bagi
semua negara untuk mengembangkan kerjasama yang daapun sistem sosial

atau konstitusinya.

Perjanjian Internasional merupakan sesuatu yangngedalam hubungan
internasional sehingga merupakan salah satu surhioéum formil hukum
Internasional. Kedudukan tersebut dikarenakan pkaftaktek negara saat ini telah
mengatur beragam persoalan dan hubungan antarkandeegan mempergunakan

perjanjian-perjanjian Internasional, sehingga mginglaslah pentingnya perjanjian-



perjanjian Internasional. Masyarakat internasideahudian melihat kebutuhan untuk
membuat kodifikasi hukum internasional tentang grgign internasional. Upaya
kodifikasi tersebut menghasilkan tiga insturumerkum perjanjian Internasional

yang penting, yaitu :

1. Konvensi Wina 1969, tentang hukum perjanjian irdsronal umum.

2. Konvensi Wina 1978, tentang suksesi negara yangghmmati perjanjian
internasional.

3. Konvensi Wina 1986, tentang hukum perjanjian irasronal antara negara

dengan organisasi Internasional atau organisasinasional satu sama lain.

Perjanjian internasional menjadi instrument pentie@am mewujudkan
kerjasama antarnegara dalam berbagai bidang sépémtia dalam bidang ekonomi
dan perdagangan baik yang dilakukan oleh negara m@aopun organisasi

internasional.

Pada masa globalisasi sekarang dimana dibukanygertagangan bebas
yang mengharuskan semua negara didunia harus akrgktif dalam perdagangan
dunia dan berbenah diri memperbaiki perekonomiagaramya, agar tidak semakin
tertinggal dari negara-negara lain, dan dapat nwmafkan diri dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yamglse canggih, serta kondisi

perekonomian dunia yang semakin bebas dan terbuka.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka timbuliati dari negara-negara

di dunia yang mempunyai visi dan misi, serta pagdanyang sama dalam



meningkatkan perekonomian negaranya yaitu dengdakoi@n kerjasama ekonomi.

Adapun bentuk kerjasama ekonomi yang dapat dilakak¢ara lain adalah:

1. Kerjasama bilateral atau disebut juga perjajgmartite yaitu perjanjian
kerjasama yang dilakukan oleh dua negara.

2. Kerjasama multilatergimultipartite) yaitu kerjasama yang dilakukan oleh
lebih dari 2 negara.

3. Kerjasama regional yaitu perjanjian kerjasama yalilgkukan oleh

Negara-negara yang berada dalam satu kawasaregtanal.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh negaranaegang berada dalam
satu kawasan menjadi sebuah forum himpunan bagiraeggara yang mempunyai
satu pandangan, visi dan misi, serta kesamaan dalagka mencapai tujuan tertentu,
seperti contoh ASEAN (himpunan negara-negara asiggara), MEE (forum

masyarakat ekonomi eropa).

Selain itu, kerjasama antarnegara tersebut jugaamijkan dalam sebuah
wadah permanen untuk mencapai sebuah tujuan bergangadisebut organisasi
internasional, seperti contoh OPEC (organisasi naegegara pengekspor minyak),
NATO (organisasi dalam bidang pertahanan negararaegtlantik utara), APEC

(organisasi internasional negara kawasan AsiaiRasif

Organisasi internasional timbul dan berkembang rlkaresemakin
meningkatnya hubungan internasional yang semakimplek dalam berbagai bidang,

salah satunya dalam bidang ekonomi. Menurut Boarnmdaorganisasi internasional



ialah suatu himpunan negara-negara yang merdekg h@rujuan untuk mencapai

kepentingan bersama melanggar organ-organ daiingeuhan itu sendirt.

Organisasi internasional dalam bidang ekonomi timberdasarkan atas
kepentingan bersama oleh Negara-negara yang meméiidangan serta visi dan
misi yang sama dalam meningkatkan pembangunan geoekan negaranya agar
dapat menyesuaikan dengan kondisi perekonomiaradwamg semakin berkembang

dengan pesat.

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang harus afakan oleh suatu
negara untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi ra#liyaetiap negara. Seperti yang
dikatakan Todaro “Pembangunan yang didasarkan padandirian diri sendiri
melalui isolasi sebagian atau keseluruhan, dianggglpagai pembangunan yang
secara ekonomis kurang baik dibandingkan dengarbg@egunan yang mengikut

sertakan diri kedalam perdagangan yang bebasdkntérbatas®.

Dalam rangka melakukan perbaikan ekonomi negararaegli dunia,

terutama oleh negara-negara yang berada di kawesarPasifik, maka dibentuklah

Boer MaunaQrganisasi-Organisasi InternasionaBadan Litbang Departemen Luar Negeri, 1998,
him 5.

Michel TodaroPembangunan Ekonomi Dunia Ke Tjidzenerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,
him 27.



sebuah wadah kerjasafralam wujud sebuah organisasi Internasional yangeak

dalam bidang perekonomian yaitu APHBsia Pasific Economic Cooperation).

APEC adalah forum kerjasama ekonomi yang terbuk&rmal, tidak
mengikat dan tetap berada dalam koridor disiplifQVMdan berbagai perjanjian
Internasional, dibentuk di Canberra November 19%8$anggotaan APEC terdiri 21
negara ekonomi yang berada dikawasan asia pa8HFEC merupakan forum yang
terbentuk dan perkembangannya dipengaruhi antamaoleh kondisi politik dan
ekonomi dunia saat itu yang berubah secara cepdhidSoviet dan Eropa Timur,
kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguaryg yakan menimbulkan
proteksionisme dengan munculnya kelompok regios@agimbulnya kecenderungan

saling ketergantungan diantara negara-negara disawAsia Pasifik.

Forum yang dibentuk tahun 1989 di Canbera-Austradiamemiliki visi
“Mewujudkan komunitas ekonomi Asia-Pasifik yang deesarkan pada semangat
keterbukaan dan kemitraan, serta upaya kerjasam#k unenghadapi tantangan
perubahan, pertukaran barang, jasa dan investamiasbebas, pertumbuhan ekonomi
yang luas serta standar kehidupan dan pendidikag hgdih tinggi dan pertumbuhan
yang berkesinambungan memperhatikan aspek-aspelgkuhgan”, telah
melaksanakan langkah besar dalam menggalang kegasskonomi sehingga

menjadi suatu forum konsultasi, dialog dan sebkegaibaga informal yang kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu prinsip dalamrhufternasional

Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB,tb.achieve internasional cooperation insolving...

Selanjutnya, penulis menggunakan istilah APECukintnenyatakanAsia Pasific Economic
Cooperation



ekonominya berpedoman melalui pendekatan libeslidgersama berdasarkan
sukarela, melakukan inisiatif secara kolektif damiuk mendukung keberhasilannya
dilakukan konsultasi yang intensif terus meneras@ira 21 ekonomi anggota. Pada
awalnya terdapat 12 negara sebagai pendiri yaitatrAlin, Brunei Darussalam,
Kanada, Indonesia, Jepang, Republik Korea, MalaySelandia Baru, Filipina,

Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.

Sejak saat itu telah menjadi wahana utama di kawassa Pasifik dalam
meningkatkan keterbukaan dan praktek kerjasamaoahiosehingga dapat menarik
masukan beberapa negara yaitu Republik Rakyat CHitengkong-Cina dan
Chinese-Taipe untuk bergabung pada 1991 yang kemudisusul masuknya
Meksiko dan Papua New Guinea tahun 1993 serta @&ila 1994. Sedangkan tiga
ekonomi anggota terakhir yaitu Federasi Rusia, BaruVietnam bergabung dalam
forum APEC tahun 1998. Serangkaian upaya penguatémastruktur forum
kerjasama APEC terus diintensifkan kerjasamanyagga forum tersebut menjadi
lebih kuat dan tangguh di kawasan. Forum ini samjjadrapkan tetap menjadi
pelopor dalam pelaksanaan putaran uruguay untukcapan sistem perdagangan
yang adil, terbuka dan transparan untuk memperkamarserta meningkatkan

pertumbuhan ekonomi regional dan global.

Mengingat pentingnya peranan APEC dalam rangka regkam dukungan
terhadap sistem perdagangan dimaksud dalam megump@ariumbuhan ekonomi
regional dan global di kawasan Asia-Pasifik, makeaFPemimpin Ekonomi APEC

telah mengesahkan sejumlah Deklarasi yang memgap&katan-kesepakatan yang



signifikan terhadap perkembangannya antara laingemn VISI APEC,Bogor
Goals Osaka Actions Agend§OAA) yang memberikan arahan atau pedoman
kerjasama APEC, dan tahun 1996 meluncurkan faséemgmtasi daripada OAA
dalam bentuk MAPANIanila Action Plans For APEC Sedangkan tindakan konkrit
lain yaitu berupa implementasi Rencana Aksi KofekRAK) maupun Rencana
Individu (RAI) oleh seluruh anggotanya sehinggajpearan secara keseluruhan
terhadap langkah-langkah implementasi dalam mekakudiberalisme ekonominya
merupakan cermin yang kuat dalam mewujudkan keaistem perdagangan dan
investasi bebas dan terbuka tahun 2010/2020 urkokoeni maju dan berkembang

APEC.

Pada hasil pertemuan para Kepala Negara/PemimpiCAdR Sydney yang
mengacu pada tiga pilar kerjasama APEC berdasabeldarasi Bogor Bogor
Goalg pada tahun 1994 di Bogor yaitu liberalisasi, lf@si perdagangan dan
investasi (lebih dikenal sebagai pilar TILF&de and Investment Liberalization and
Facilitation), khususnya terkait dengan bidang fasilitasi pgadgan dan investasi
adalah mengenai fasilitasi perdagangaade facilitation. Di dalam forum APEC,
fasilitasi perdagangan merupakan salah satu progkana APEC di bawah
Committee on Trade and Investm@df ) sebagai salah satu prioritas. Program kerja
yang telah disepakati dalam bidang fasilitasi pgadgan adalah pengembangan

skema APE@ussines Travel CarhBTC)/ KPP APEC.

°  Selanjutnya, penulis menggunakan istilah KPP ARBE@Kk menyatakadPEC Bussiness Travel

Card(ABTC)



KPP APEC adalah salah satu upaya forum APEC dinbid&asilitasi
perdagangan untuk memberikan kemudahan mobiliessbbagi para pengusaha di
negara/ekonomi anggota forum APEC. Dengan menkii® APEC, para pengusaha
tidak perlu lagi mengajukan visa ke perwakilan mafgkonomi anggota APEC
mengingat kartu KPP APEC tersebut berfungsi sebagsé elektronik dan
menikmati fasilitagnultiple short-entryjke 17 negara/ekonomi anggota APEC selama
3 tahun. Ketujuh belas negara/ekonomi anggota AR&(Q saat ini memanfaatkan
fasilitas KPP APEC adalah Australia, Brunei Dartasg Chile, China, Hong Kong,
Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baingapura, Papua Nugini, Peru,

Filipina, China Taipeh, Thailand, dan Vietnam.

Penggunaan terhadap KPP APEC ini sesuai dengasipprinsip yang telah
diatur oleh hukum internasional terutama prinsipgp perdagangan bebas yang
telah menjadi pedoman bagi Negara-negara diduni@mdanelakukan hubungan

ekonomi internasional, yaitu:

1. PrinsipMost Favoured Nation (MFN Principle)
Prinsip ini diatur dalam Pasal | ayat (1) GATT 194@ng berjudul General
Favoured Nation Treatment, merupakan prinsip Naskininasi terhadap
produk sesama negara-negara anggota WTO. Menwat Payat (1) GATT,
mengharuskan perlakuan MFN atas semua konsesiyamd diperjanjikan
yang menyatakan bahwa prinsip ini, adalah apahiktusnegara pertama
(pengimpor) memberikan kemudahan atau fasilitadggangan internasional

kepada negara kedua (pengekspor), maka kemudamapasbarus pula



diberikan kepada negara ketiga, keempat, dan setg@upengekspor lainya).
Dengan kata lain, suatu negara yang memberikantlegan kepada negara
yang satu, wajib menyebarluaskan keuntungan yangpaekepada negara
lainnya, asalkan negara-negara tersebut sama-saradabdalam satu free
trade area (FTA), misalnya antara sesame negama@gggota AFTA, dan
produk diimpor tersebut adalah barang yang serupa.

. Prinsip National Treatment (NT Principle)

Prinsip ini diatur diatur dalam Pasal 1l GATT 194@erjudul National
Treatment on International Taxtation and Regulati®ninsip ini menyatakan
bahwa, this standard provides for inland parity that isysaquality for
treatment between nation and foreigiiersDengan demikian, prinsip ini
merupakan prinsip non diskriminasi antar produlaglahegeri dengan produk
serupa dari luar negari. Artinya, apabila suatudpkoimpor telah memasuki
wilayah suatu negara karena diimpor, maka prodylomitu harus mendapat
perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan petaierterhadap produk
dalam negeri yang serupa (produk lokal). Prinsipdipergunakan, dengan
maksud untuk menciptakan harmonisasi dalam perdagarmnternasional
agar tidak terjadi perlakukan yang diskriminatitaaa produk domestik dan
produk impor, artinya kedua produk tersebut haresdapatkan perlakukan
yang sama.

. Prinsip Resiprositaseciprocity, Pasal Il GATT 1947

Prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan timbdik bdi antara sesama

negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagamgamasional.



Artinya, apabila suatu negara, dalam kebijaksanap@erdagangan
internasionalnya menurunkan tarif masuk atas prodngor dari suatu
negara, maka negara pengekspor produk tersebut jyga menurunkan tarif
masuk untuk produk dari negara yang pertama tagliddsarkan prinsip ini
diharapkan setiap negara secara timbal balik safiamberikan kemudahan
bagi lalulintas barang dan jasa. Dengan demikiadapakhirnya diharapkan
setiap negara akan saling menikmati hasil perdagamgternasional yang

lancar dan bebas.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi Nega&gara anggota APEC
dalam memanfaatkan penggunaan KPP APEC bagi Negagota APEC. Dengan
menggunakan KPP APEC, memungkinkan bagi semua Begagota APEC untuk
dapat dengan bebas melakukan segala macam kegkdaomi dari dan ke negara
anggota APEC lainnya tanpa adanya hambatan dasnattmran yang memberatkan

bagi sesama Negara anggota APEC yang menggunalkMREC.

Di Indonesia mulai memberlakukan KPP APEC sejak i BD04 sesuai
denganSurat Keputusan Menteri September 2003 Peraturan Pemerintah dalam
pelaksanaan KPP APEC untuk warga negara Indonedeaha Peraturan

Pemerintah No. 75 tahun 200%ang diterbitkan pada Desember 2005.

Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas ingrasian
(Doklanvisfaskim) Ditjen Imigrasi Djoni Muhammad mjelaskan, “KPP APEC

adalah sejenis kartu untuk para pebisnis dan PEBres. Dengan ABTC, mereka



mendapatkan kemudahan keluar-masuk negara-neg&@ Adhpa harus mengurus
visa berkali-kali”. Masa berlaku kartu tersebugatitahun seperti visa, sehingga
pemegang ABTC akan bisa berada di sebuah negar& ABEBma 60 hari. "Pebisnis
akan menghemat waktu. Mereka tidak perlu memohsa &tau izin masuk lagi ke
kedubes atau perwakilan negara. Pebisnis cukup meékkan KPP APEC dan
paspor dalam proses keimigrasian di bandara. "Eet@mpai ke negara tujuan, para
pebisnis juga tidak perlu antre panjang. Sebabalsumblacounter khusus yang

melayani," kata Djonf.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota AP&Ef@amatkan banyak
keuntungan dengan ikut bergabung kedalam APECamrknprogram KPP APEC
sebagai fasilitasi perjalanan bisnis bagi negagaree anggota APEC dan

memberikan kemudahan bagi setiap pebisnis dalasepihkepabeanan.

Bagi Indonesia, APEC memiliki makna yang sangattipgn “ Pada tahun
2006 total perdagangan Indonesia ke negara anddefaC berjumlah sekitar US$
98,34 milyar atau 66,78 persen dari total perdagarigdonesia. Selain itu, 47,25
persen persetujuan penanaman modal asing yanguaikeah oleh Pemerintah

Indonesia berasal dari investor di 16 ekonomi APEC”

Besar atau kecilnya dampak kerjasama APEC akarashegpengaruh dalam

meningkatkan ekonomi negara anggotanya dalam etagpegan bebas sekarang

6 Djoni Muhammad, fmigrasi Sosialisasikan ABTCJawa Poss, 18 Desember 2009

" Pidato Hassan Wirajuda, 2007, “Dialog Pemerintafas$a untuk Mendorong Fasilitasi Perdagangan
dalam Kerangka APEC”, Hotel Borobudur, Jakartapdate dariwww.deplu.go.igd diakses pada
tanggal 12 Desember 2010



khususnya penggunaan KPP APEC sebagai fasilitasiagengan bagi pebisnis-

pebisnis negara anggota APEC khususnya bagi pevekan Indonesia.

KPP APEC sebagai fasilitas perdagangan dalam mehgnentasikan
perjanjian kerjasama APEC di Indonesia memberikamudahan mobilitas bisnis
bagi para pengusaha di negara/ekonomi anggota faRBEC. Dengan memiliki KPP
APEC, para pengusaha tidak perlu lagi mengajukasa vke perwakilan
negara/ekonomi anggota APEC mengingat KPP APEGHhatsberfungsi sebagai
visa elektronik dan menikmati fasilitasultiple short-entryke 17 negara/ekonomi

anggota APEC selama 3 tahun.

Berangkat dari keterangan diatas penulis bermimatiku mengkaji lebih
dalam dan ilmiah untuk mengetahui pengaruh itu dengnemilih judul
‘“PENGATURAN KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PASIFIC
ECONOMIC  COOPERATION SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI

PERJANJIAN KERJASAMA APEC DI INDONESIA”.

. Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, maka dapatdiskan beberapa masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaturan KPP APEC dalam perjangigadama APEC?
2. Bagaimanakah Indonesia mengimplementasikan ketetiB® APEC?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalangmplementasikan

ketentuan KPP APEC?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan KPP AP#alam perjanjian kerjasama APEC.

2. Untuk mengetahui implementasi KPP APHEIGndonesia.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Indaneslalam
mengimplementasikan ketentuan KPP APEC.

D. Manfaat Penelitian
Dari penelitian yang diadakan diharapkan akan memipanfaat secara
teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihaing membutuhkan
informasi dan menambah sumber ataupun refrensabhaeatang pengaturan
penggunaan KPP APEC dalam mengimplementasikanngarjakerjasama
APEC di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis
Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat membalatiam menerapkan
iImu secara teoritis di bangku perkuliahan dan nmenkbn informasi bagi
segenap civitas academica terutama bagi yang mendalami hukum
internasional yang akan mengambil penulisan hukwenganai implementasi
perjanjian kerjasama APEC di Indonesia khususnydamg pengaturan

penggunaan KPP APEC.



BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikaelisebhya, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan hasil Deklarasi Bogor (Bogor Goalshgatiun 1994 point ketujuh
(7), maka APEC mengeluarkan sebuah kebijakan bersadengan
memberlakukan Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KFE®). Implementasi
KPP APEC di Negara-negara anggota APEC yaitu mekdrekemudahan bagi
semua Negara anggota APEC yang memberlakukan KRFC AR negaranya
(meratifikasinya) untuk dapat melakukan semua kagi&konomi dari dan ke
Negara anggota APEC lainnya dengan bebas tanphaadbatan dari Negara
yang dilalui.

2. Implementasikan KPP APEC di Indonesia mulai tandgdsllei 2004 berdasarkan
Surat Keputusan Mentri Kehakiman Dan HAM RI yangnjaaskan bahwa
APEC Bussiness Travel Candulai diberlakukan di Indonesia dengan nama KPP
APEC dan Ditjen Imigrasi sebagai pihak yang bermgndalam mengeluarkan
setiap peraturan yang berhubungan dengan penertiétantata cara lainnya.
Mengenai tata cara penerbitan dan penggunaannyajerppgah telah
mengeluarkan pengaturan tentang KPP APEC melalputdsan Dirjen Imigrasi
Nomor F-0378.UM.01.10 tahun 2004 menjelaskan bahata Cara Penerbitan

dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebi&sgm Pacific Economic Cooperation



diatur oleh Ditjen Imigrasi/pejabat imigrasi sebagaak yang berwenang yang
telah ditunjuk oleh pemerintah

3. Kendala yang dihadapi dalam implementasi KPP AP@&lah terletak pada sifat
organisasi APEC yang bersifat sebagai organisaeg y@rbuka dan tidak
mengikat fon binding mengakibatkan setiap program yang telah dihasilka
tidak menjadi kewajiban bagi Negara-negara anggatak menerapkannya di
negaranya masing-masing. Sehingga, tidak ada atwwkom yang mengikat
karena APEC hanya mengeluarkan peraturan dalanulb®wklarasi (dokumen

tidak resmi yang berupa komitmen bersama yang tigakgikat).

B. SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan berhubungam daaulisan hukum ini,
antara lain:

1. Setiap program yang dihasilkan dari pertemuan AP¥Gaiknya disepakati
secara bersama oleh semua Negara anggota APEQvssrtpunyai kewajiban
hukum (egal obligatior) apakan itu dalam bentuk perjanjian internasigyaalg
dilengkapi dengan pasal-pasal disertai aturan4atwlgdalamnya. Hal ini
bertujuan untuk dapat diimplementasikan dan dijdan secara serentak
sehingga semua Negara menyepakati kebijakan teérsebu

2. Pemerintah dalam hal ini hendaklah mempertimbangtalam setiap
mengeuarkan keputusan terkait dengan manfaatnya fmnagyarakat luas,

terutama bagi pebisnis dari kalangan menengah lk&ba®ebagai contoh, dalam



Pada pasal 2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman B&M Republik
Indonesia Nomor : M. 03. 1Z. 03. 10 tahun 2003 degt Kartu Perjalanan
Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperationlijelaskan Kartu Perjalanan
Pebisnis APEC dapat diberikan kepada pebisnis ymn@fid dengan syarat
memiliki tabungan sebesar Rp.500.000.000,-. Hatentu sangat memberatkan
bagi pebisnis yang berada dikalangan menengah lkdbaMaka seharusnya
syarat tersebut dihilangkan atau dihapus agar gemken bagi masyarakat.
Kendala dan hambatan yang ditemukan dalam pengimepiasian ABTC di
Indonesia dan Negara anggota APEC lainnya mungkipatd diminimalisir
dengan cara APEC hendaklah dalam mengeluarkan leelaijakan atau program
memberikan kekuatan hukum yang mampu mengikat seWagara anggota

APEC sehingga dapat berjalan efektif.
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